Nomer:

PERATURAN DAERAH TINGEAT IT KEBUMEN
- I NO.: 03 TAIUN 1975
TEITANG
SUSUNAN PEMPRINTAHAN DESA,

- DEHGAN RAKHMAT TUHAN YANG VAHAESA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT KEBUPEN}

ENTMBANG:1,Bahwa Peraturan Dacrah Daerah Swatantra Tingkat ke-IT Kebumen ten -
tang Pemerintahan Desa tanggal 3 Maret 1956 diundangkan dalam Lemba
ran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 31 Mei 1956 (Tambahan Seri C No. 37)
sebagainana telah diubah tengan Peraturan Daerah Daerah Swatantra
Tinghat ke=-II Kebumen tanggal 23 laret 1959 dan disahkan oleh Dewan
Pemerintah Dacrah Dacrall Swatantra Tingkat keo-I Jawa-Tengah dengan
surat-keoutusannya tangpel 14 April 1959 Nomer U,L071/2/Swt/59 sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, schingga perlu digan8

T 5 .
2. Bahwo dengan berlalunya Persaturan Daerah Tingkat I Jawa-Tengah No.I.

1973 tentang Pomilihan,Pengesahan,Pongangkatam,Pemberhontian Sementa
ra dan Pemberhentian Kepala Desa maka nerlu ditetapkan Peraturan Dac
rah tentang Susunan Penmerintashan Desa, )

MENGINGAT:l.Undang—undang No.% tahun 1974 tenteng Polioki~nolok Pemcrintahan di Da

erah (Lembaran Megara R.I, No, 38 tahun-lQ?h,Tambnhan Lenbaran Negara
No,3037 tangsal 23 Juli 1974); ,

Z.Undang—Undang Hoe.17 tahun 1950 tentang Peabentukan Dacrohz Kabupaten
dalam lingkunsan Propinsi Jawa-Tengah, .

SeIngstruksi Menteri Dalan Negeri No.26 tahun 1974 tecatang Pelaksanaan
Undang-Undang No.5 tahun 1974. ‘ '

Dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrch Kabupaten Dacrah Tingkat II Ko
buiten, :

MEMUTUGSKAN :

MENETAPKAN: PERATCURAN DAERAY KABUTATEN DAERAN VINCGKAT IT KEBUMEN TENTANG SUSUNAN

PIMERINTAHAN DESA,

B .A. B L] -]: °
KETENTUAN UMUM,

Pasal 1,

Yang dimaksud dalam Peraturan Daorah ini dengan: i
aeBupati Kenala Dacrah ialah: Bupati Kepala Dacrah Tingkat II Kebuiien s
vePemerintahan Desa ialah ! Perengkat desa yreng terdiri dari Kenala Desa dan

Pamong Desa; i
Carik,Congkog,Kebayan,Polisi Desa,Kaum dan Ulu-ulu
Angpgeuta pemeorintahan Desa yang diberhentikaen de-
ngan horaat;

Musawarah Desa untuk mengambil suatu keputusan
yong dihadliri oleh Warga Desa yeng punya hak pie
1ih .

Pertenuan Warga~Desa untuk nenerina/memberi poenje
lasan/ dari/keneda Kepala Desasl

CoPainonys Desa ialah

deM a n t ¢ n ialah

*o es

cellombug Desa ialah

feS lananan Desa ialah

BAB,II,
SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA.
Pasal 2. |

Pamong Desa tordiri scbanyak-banyaknya 10 orang untuk Desa yang berpenduduk pa=
ling banyak 2,000 orang dan selanjutnya lcbih dari 2,000 orang pcnduduk ditambah
1 (satu) orang bagl tiap-tiap 200 orang dengan nengingat batas-2 kemungkinan pem
berian bongkok yeng layak.

Pasal 3.

Susunan anggauta Pemerintahon Desa terdiri derie
5

a.Kcpala Desa; cePolisgi Desa
b.Carik Desa;g K 2um g
c.Congkog; 8o Ulu-ulu,

deKebayan;
Pasal 4, i
Dengan tidak mengurangi ketoentuan-lLetentuan dalan Persturan Perundang~undangan

T




ch

yang lobih tingsil, tugas-tugas anghauta Pemerintahan Degsas

a.Kepala Desa ¢ memimpin pemerintahan desa dan membina ko
lam scgala bidang; :
nulaksanakan kodinasi tugas-tuges anggauta Pemerintahan Dcsaj
turut serta dalam melaksanakan urusan Peicrintahan yang ditu -
Gaskan kipada Desa olch atasannya dengan kewajiban sacimpertang=
fungjawabkan kenada yoag nenugaskannyas;
mewakili Desa-nya didalam dan d nengadilang

beCarik Decsa

menbantu dap memberi saran-saran kopada Kepala Desa dalam bl -
dang tugasnya;

nclaksanakan tata-laksana dan adainistrosi Dosa.

mclalisanakan tuges yang diberilkan olch Kcpala Desa sampai de -

ngan nerkenbangan kcmajuan Pemerintahan Dcsas

ceCOon gk o g: schagal kordinator anggauta Pemcrintahan Desaj '
scbagai wakil Kepala Desa pada saat-saat Kcnala Desa berhalang
an atau karcna schab-scbab loin tidalk dapat mclaksanakan kowa=-
Jibannya. _ : -
mclaksana':an tugas-tugas lain Yang diberikan olch Kepala Desa
scsual dengan perkembangan/kcmnajuan Pemerintahan Desae

deKcbayan . ¢ mesbantu dan meaberi saran-saran kenada Kepala Desa dalam bi-

dang tugasnya.

menyampaiken perintah Kepala Desa kepada penduduk dalam pcduku
hannya, '

melaksanalian tuges-tugas lain yang diberikan olch Kepala Desa
scsual denrsan perkembangan kenajuan Pemerintahan Desa.

CePolisl Desa @ membantu dan momberi sardn—saran kupada Kepala Desca dalam bi-
dang tugasnya.,
nelaksanakan tugas-tugas kopolisian dalam Desanyas
membine dan memelihara ketontuan serta katertiban Desag
nelalisanalkaun tugas=-tugas lain yany diberikan olch Kepala. Desa
sesual dengan perkembangan/kemajuan Pemerintahan Desag

feoKaumn/Modan ! nembantu dan memberd saran-saran kcepada Kcpala Desa dalam bi -
dang tugasnya;
mclaksanazan dan meningkatkan kchidupan ber-agama dalam masara
kat;
ncmbina,nemelihara serta meningkatken kchidupan sosial dan kc=-
schatan; ,
nclaksanalian tugas-tugas lain yang diberikan olch Kcpala Desa
scsual dengan perkembangan/kemajuan Pemerintahan Desasy

ZeUlu-ulu ¢ icilbantu dan memberi saran-saran kepada Kepala Desa dalan bi -
dang tugasnyas; ‘ _

acngatur dan acmelihara Pengairan Desas

acibine can usaha peningkatan hesil pertaniang

ilclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olch Kewndla Desa
sesual dengan perkembangan/kcimajuan Pemerintahan Deosa.

i , BAB, III,
PENGANGKATAN, PEMB.RHEITIAN DAN PEMBERHENTIAN-SEMENTARA ANGGAUTA
PAMONG-DE S A,

P?S&l 50

(1) Penganpgkatan dan pemberhentian anggaute Paming Desa dilakukan olch Kepala
Dcsa yang dikctahui olch Camat yang bersangkutan;g

(2) Pengangkatan dan pemberhentian anggauta Pamong Desa i sahkan olch Wedana
yang bersangkutan ates nama Bupati Kepala Dacrahs

Q0O

(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggauta Pamong Desa dimelsud ayat (2) pasal
ini di-uimunkan dalam Sclapanan Desa :

Pasal 6.

Angsausa Pamong Desa dapat diberhentikan karcna:

al.meninggal dunia;

b.atas permintaan scndiri;

c.nulalaikan tugas dan kewajiban schasai angrauta Pamony Desasg

de terganpou jiwa/ingatannya; '

Cepindah ke~ Desa laing

fokarcna kcputusan Pengadilan wcadapat hukuman pidana penjera atau kurungan;
Gefclalkukan hal-hal yeng; merugikan Dese;

hetclah berumur 55 tahun;g

Ze




Pasal 7.
1

(1) Surazt-kcoutusan nungenskatan/pemberhentian harus dicatat dalan register
yan:; dibuat untuk itu dan nenurut model yeng ditetapkan olceh Bupati Kepala
Dacrah.

(2) Bupati Kcpala Dacrah mgntﬁwcui ketertiban,nencliharsan dan pengisian regis
ter torscbut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 8,

(1) Scorang an;; euta Pamon:s Desa dcwnt diburheéntikan untuk scacntara (schors)
dari joboatannya olch Kenala Desa yang diketahui Camat dan disahkan olch We
dono kercna: )
, dikcnakan thannn scitcntara karcena dituduh melakukan tindak pidana koeja-
hatan} '

baitclakulzan tindakan yang dapat mengakibatkon hilangnya nun"hargaan keper-
cayaan, martabat scrta kowibawaannya scbagal Pamong Desas

(2) Jangka waktu pemberhontian untuk scmentara *cbcpaluanq dimaksud pada ayat
(1) pasal ini Berlaku untuk paling lama 180 hari.,

(3) Apabila dalan jangke walktu dinaksud dalain ayat (2) pasal ini belum ada pe-
nyclesalen perkaranya ncka dapat dipernanjeng lagli sclama-lamanya 180 hard

(4) Apabila tindek pidana kcjahatan scbagai dinaksud pada ayat (l) a pasal ini
tidak terbukti dan tidak melampaui jangka waktu dlnah sud ayat (3) pasal i-
ni, meka yong bersangkutan dapat dirchabilitir dalan  jabatan sonula.

BAB .IV,
PENCALONAN,

Pasal 9,

(1) Sctian ada lowonpgan anggaute Faiong Dosa ne ku sclanbat-lombatnya da lelam jang
ka walttu 30 (tigapuluh) hari sudah ada persiapan untuu menglsi lowongan
terschut, :

(2) Lowon:san jabatan an rauta Paiong Desa tcrschut ayat (1) pasal ini sclambat
lanbatnya dalan weo, Lu 60 (cnampuluh) hari scjalk tcrjadinya lowongan tcrsc-
but sudah terisi. g

Pasal 10,

Yang dapat rltvrlna nenjadi Calon ahuuuuta Panong Desa ialah yang neimenuhi sa-

rat-garat: : '

a.llarga Negara Indoncsiag :

beBerjiwa Pancasila dan konsckwen acleksanikan Uniani-Undang Dasar 19453

c.Bertagwa kepada Tuhan Yang Mahacsa,nclaksanskan keadilan scsual dengan norna-
normna peradaban kcnanusiann,meiiclihars persetuan Indoncsia 1lc¢bih~lcebih bagi
warsa~desanya,icnjalaniian dherna bakti demi terpeliharanya keralkyatan ysng di
pimnin oleh hilknah kebijalksanaan dalaim poerausawaratan/perwekilan serta mewu-
judkan kecadilan sosial bepgi scluruh rakyat Indonesia npada unurnya khususnya
bagl warga-desas v @

d.pbnduduk desa yoni, bertenpat tinggal didesa itu secara berturut-turut scku -

rans-kurangnya 1 (satu) tahun dan bertempat tingpal dipedukuhan toerscbut. sc-

kurang-kurangnya 6 (cnan) bulan berturut- turut dan yang ncnurut adat kcbiasa
an sctempat tclah menjadi warga-desanya,

cesckurang-kurangnya berumur 25 (duapuluh line) tahun dan sctinggi-tingginya
berunur 40 (empatpuluh) tahung

foberijazah ataa meniliki Surat Tanda Tamat Bwlajar (STTB) scrcendah-rondahnya
Sckolah Dasar atau yan; scderajad dengan itu dan bagi jabatan Carik Desa di
utamakan scrondah-rendahnya tamat sckolah lanjutan tlnokat pertanag :

C.bagi jabatan Carik Dosa lulus dalam ujian yan; diadakan olch Dcsa atas pctun-
Juk-petunjuk Camat ysng bersangkutang

h.tidak mcmpunyai hunun,an kcluarga dengan Kenala Desa sampai dengan derajad ke
tiga nenurut garis lurus maupun gacis kesamping tcornasuk nenantu dan ipas,.

i.danat hckcerja sama sccaras balk den gan Kepala Desa

Jjeschat Jjasmani dan rokhaninya;

kotidak tersangkut G.30.8./P.K.I. baik sccara leongwung maupun tidak langsung;

l.berkelakuan baik yang dibuktikan cdenan kctcrAnLﬂn Pamong Praja atau Polisi;

nm,tidak perhah/scdrng menjalani Pidena penjara ateu kurungan berdasarkan kepu-
tusan Pengadilan, :

BABQVO
PENGHASILAN.,
e
Pasal 11.

(1) Luas bengkok yan paling ulDb,l.




a,uintulr jabatan Kcpala Dosa = 10 Ha;
Do L 2 Carik Dcesn L= Ha;
Ce i " Congkoy; Hag

o i i Kebayan =
Co 1 i Polisi Desa . =
fe i t Kaunn ' =
Te i n Ulu-ulu =

Ita;
Ha;
Ha;
Haj

VRV~ o)

(1) Penmbagian bongkok diantara anggauta Pencrintahan Desa untuk suatu jabatan
yang sana harus dlsesuvaiken inbangannya scherti terscbut dalan ayat (1) pa
sal ini,

(3) Jika scmua atou schagian dari bengkolk itu terdiri dari tepalan ymaka perhi-
tungan 2 Ha tanah topgal dincrsanakan deagan 1 Ha sawah;

Pasal 12,

(1) Jika lues benkok tidak nencukupi untuk dibagikan kenada serenap anggauta
Paiiong; Desa wenurut nasal 11 ayat (1) ,maka penbagian itu dilakukan perban-
dincan delam pasal torschut, ' ’

(2) Bagian-ba;ian ben kok scdapat munskin diOujudkan satu bidans; yan;; tidak tor.
pisah-pisah,

|
J

(3) Bwn:-kok tiap-tiap an.pauta Pemorintahan Desa olch Kcpala Desanya harus di

berd bates yoenp tahan lanma Supaya ada kerastian bahwa dalam benikok itu so

nentara tidak akan ada orubahan. i
P S-".‘ll 15 o

(1) Scsudah berbagcail tanah buon; kok 2ni berhubungan dengan tiap~tian jabatan Pc
nerintahan Desa diwkur dan dibuatkan petanya rekn luas dan sifat tanah di-,
catat daelam rogsiter ternaksud dalan pesal 7 dan dalam surat-lkoputusan pe-
ngangkatan angrauta Pencrintahen Desa yang bersanskutan, '

(2) Perubahan-nerubahan hagainanapun sifatnya harus sclckas nunskin dicatat da~
lom regieter dan dalan surat-kenutusan pongan katan toerscbut dalan pasal 7
ayat (1),

Pasal 14,

Scaua anssavta Pemerintaban Desa dilaran; merubah stdatus benkok atau menjual-—
nya. '

Pasal 15.

(1) Fika Desa tidak menpunyal tanah beongkok,maka penghasilan an sauta Pomerine
tahan Dega ditentukan olch Rakyat nada waktu pemilihan Kepale :Desa atau da
lam renbuy, Dese yang: khusus untule nencatukan hal itu densannceniingat inba-

ngan schagaiiena dimaksud dalan nasal 11,

(2) Untuk Desa yans tidalk Lerben kok, penrhasilan lain basi anngauta Pemerintah
an Desa akan diatur komudian oleh Bupati Kenela Dacrah,

Pagal. 16,

Sciiua angpauta Pemorintakan Desa dilarang mngerahlkan tona:;a rakyat untuk kepen-
tingan scendird; borupa apapun juica dilua koewajiban dinas yang ditentukan,

BAB . VI
PERWAKTILATW,

> Pasal 17,

Jika tcerjadi angpgauta Pemerintshan Desa tidak capat neclaksanakan kewajibannya
direksud pada pasal 8 atan alasan-alasan lain (cuti salkit dengan keterangan dok
tery cuti untuk nenunailian ibadah haji,ncnunaikan tucas Bepara diluar jabatan-
nyag; untuk schaentare diwakili pokorjaannya olch angrauta Pamong Desa lainnya
van: ditunjuk olch Kenpala Doma,

)

Pasal 18,

Penshosilan perwakilan baji angpauta Pomerintahan Desa dintur schbagai borikut:
(1) Dcsa yani: berben kok:

Hasil perwakilan

Ben tkok.,
Wakil, _ iYans diwakili

1

oo Pologoro, !

L.oMakil,  tYang diwaldili [
al denpan i i !
fCL BEnieE 3 L 100 % : 4

1 !

! i

. g i
: ~ - L 9
(tiga) bulan e e . i i
anpal don; : 2
AN T
Lobih dari 677 T o i T B
(enam) bulan ! 100 % ! T i 50 % ! 50 %




b _Hasil perwakilan
O L AL | Walkil, ! Yangs diwakili
O sampal dencan 6 (cnan) bulan | 25 % i 75 %
Lebih dari 6 (cnam) bulan i 50 % ! 50 %
Pasal 19. p

(1) Jika dalan nasa perwalkilan tanahstanah bengkele sudeh digarap (ditanami) olck
yani diwakili, nako pclaksancan hasll perwakilon ditent uhkan scsudah panéni

(2) Jike fhasa perwakilan tclah herakhir, tanah-tanah ben ok sucah digarap (dite
naizi) olch yang newaikili, peniembalian tanah ben;kok terscbut dilaksanakan

scsudah pancn,

BAB, VTII,
PEMBERIAN TANDA JASA,

Pasal 20,

(1) Kepada nanten ansauta Pencrintahan Desa diberikan tanda jasa yang ncnurut
kwiianpuan Dcsa atas dasar rembup Desa yen: cdiadakan sctelah ada angauta Pa
mong Desa yang berhontd, keeuali bapi Kepala Desa pada waktu renbup Desa pc
milihan Kcpala Desa, )

(2) Tanca jasa borupa tanah benglkok diberikan untuk waktu paling lane sema dea
nian nasa jabatan yans nengoentikan, kocuall bila yani; bersangkutan mening
cal duniea,

BADB, VIII,
KETENTUAN - PIDANA,

Pasal 21,

rr

ferhadap pelangparan dinakisud pada pasal 16 Peraturan Dacrah ini dihukum kurung
an sclana-lanaenya 6 (cnam) bulan atau denda schanyak-banyaknya Rpe50.000,~~ (1i=-
nmapuluhribu rupiah),

BADB. IX.
KETENTUAN PERLEIHAN,

Pasal 22,

(1) Apabila jumlah an-jauta~anggauta Pamon; Desa yan;; sudah ada pada saat mulai
berlakiunya Pecraturan Dacrah ini nmclebihi koetentuan dalain pasal 2,maka tidak
akan diadakan penjuransan dengan pengertian bahwa lowongan~lowongan yani ter

jadi tidak akan €erisi.

(2) Ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) tidak Dberlaku tcrhadep mercka yang pada
saat mulai berlakunya Peraturan Dacrah ini sudah menjabat suatu jabatan da—
lam Pcmerintahan Dese, ncrcls tetap senerima bengkok scluas yang telah dibe
rikan bercasarkan kcetentuan terscbut pasal 23 ayat (2).

{(3) Scmua an;;;auta Pamon; Desa yan: sudah menjahat sampai saat berlakunya Pcra-

’X8

turan Dacrah ini dinyatakan tclah dianskat berdasarkan BAB.III.

BAB. X,
KETENTUAN - PENUTUP,

Pasal 23.

(1) Peraturan Dacrah ini dapat discbut Peraturan tentan Susunan Pcimerintahan
Desa dan mulai berlaku pada hari pertama sesucdah hari pensundangannya.

(2) Scjak saat mulai berlakunya Peraturan Decrah ini tidalk borlaku lasl Peratur
an Dacrah Dacrah Swatantra €tin. kat ke-II Kcbuien tangocal 3 Marct 1956 toBe
tan:, Pcwmerintahan Desa diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tang
pal 31 Mei 1956 (Tambahan Scri € Nr. 37) schajaimana telah diubah dengan
Pcraturan Dacrah Dacrah Swatantra tingkat ke-II Kebumen tangsal 23 Marct 19
59 dan disahlkan olch Dewen Pcmerintah Dacrah Dacrah Swatantra tingkat kce-X
Jawa Tengah den an surat-kenutusannya tan:cal 14 April 1959 Nomer Lo71/2/

SWt/59.
‘ ~ Kcbuien, 19 M a r ¢ t 1975
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUFATI KIPALA DALRAH TINGKAT IT
DAERAH TINGKAT II KERUMEN, KEBUMEN,
KETT A, ) . _
R, SOEMADJI PARTOATMODJO, R, SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Jawa-Tengah tgl.10-6-76 No.Hukels/
8/76 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab.Kebumen Th. 1976 Seri C No.2e

5
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PENJELASAN

A DESA,
UMUHM:.

e o e e

4.

Scharainans Tikotahui- bahwa Peraturan Dacrah Da.rah Swatentra tinckat ke
1I Kcbhumen tan:ral 3 Marct 1956 tentang Pormcrintonan Desa diundangkan  dalal
Lombaran Propinsi Jawa Tenpah tengal 31 Marcet 1956 (Tambahan Scri C Nia 37
soharinans telah diubalh dcnan Peraturan Dacrah Dacrah Swatantra tingkat ke
TI Kebumen tanggal 2% Marcet 1959 can disahken olch Dcwan Pemerintah Dacrah -
Dacrah Swatantra tinskat kc-I Jawa Tenoah dongan surat keputusannya tangr-al
14 Avril 1959 No,U.LO71/2/Swt/59 sudah tidak scsuai lari dencan perkembanan
nmegarakalt sclkaran:e

Bahwa Peraturan Dacrah Propiasi Jawa. Tcngah No.1 Tahun 1973 tentan; Pcnl
1ihan,P¢n5usahan,Pcngan;katan,Pombcrhantian gomcntara dan Pemberhentian Kepa
la Desa perlu cdiikuti Peraturan Decrah yen;s mengatur Susunan Pererintahan Do
sa den-an woksud untuk daat mencapai kescrasian kerja di Dose '

Peraturan Decrah ini bertujuan untuk cdapat acninckatkan pertisipasi ang
gauta-an:.cauta Pouacrintahan Desa dan nasarakatnya untuk dapat menpceroleh da
ya guna yan: maxinal dicalan pclaksanaan pemban;unan.

PASAL DEMI_ PASAL:

Pasal 1 ayat (1) s/c L : cukup jelas; ‘
Fagal 1 ayat D : Renbur Desa diadakan sckurang-kur. agnya sckall scta

hun;Rembu. Desa sah cpabila dihacliri olch:

n,sonua angauta Femerintah Desas

b scwua anccauta Bappensas

c.oran: terkenuia didesa;

Rembui; Desa disclcensarakan bukan untuk mcncari ke-
anlahan/lzcluinchan Kevnala Desa atau an;‘rnauta Panong
Desa tetapi disclongjarakan untuk ncmbicarakan nasa
lah pentin: di Desa mlsalpya Polo:oro,Pcibcrian Tan
‘a Jasa dan yans paling penting adalah inasalah pcm-
han unan Dcsde

$clapanan Desar scsual dcnsdan nasainya diacakan scti-
ap 35 (tiszouluh lime) hari sckali; Sclapanan Decsa
dihadliri oleh scmua aniiiauta PciicrintahanDesa. dan
sciue warsa Desa yan. telah dewasaa :
Dicdalam Sclapenan Desa, Kepala Dosa nenberikan peng
uuumnnnpundumuﬁan/punjclasanZ nisalnya tentang ren
cana nenbangunan dusa, programns Pencrintah scnertl
Pertanian,Keschatan dsbjduna diharapkan adanya komu
nikasi tisbal balik cden-an nasarakat.

cukup jclas. ,

Mmaksudikan bahwa jabatan Carik Desa dan Con:kok sc
tiap Desa hanya 1 (satu),jobatan Kanituwa dihapus-
kan,ba.;i dcsa2 yan., nasih ada jabatan Kanmituwa da-
pat dipindahkan kejabatan lain yang: penting misalnye
Kehayan dan apabila aca lowonian Keuituwa untuls ti
fak ddiisie.

Pasal 1 ayat (b)

g o
@ O
5w
=
W MY

ayat (b) dén ¢

Pasal 4 : cukun jelas,

Pasal 5 ayat (1) : Kepala Desa schelun nengenikat atau nenberhentikan
an, auta Pamon;” Desa untuk borkonsultasi denjan .Ca

. mat yan;; bersan kutan.

Pasal 6 ayat (D) . Permohonan sendiri untuk boerhenti diajukan sccara

g tortulis Jan ditulis scndiri,

Pasal 7 s/d 23 : cukup julas.
EENJELASAN TAMBAHAN

Pasal 10 ayat (h) . Pora Calon Pamon . Desa diutamakan yany tidak mehpu-

nyai hubun;en kcluarga dengan Kepala Desa sampail de
nian derajad ketipa penurut garis lurus naupun ga =
ris kesamping termasulk nenantu dan ipare
/ o Scnanjan; Calon Panong Desa yan. borsan kutan tidak
meienuhi persaratan--porsaratan lain scperti yan:
t.rnaksud calan pasal 10 Pereturan Dacrah ini,dapat
dincrtinban kan Calon Panon, Dcsa yan.© masih ada hu
bun.an keluaria denocan Kepala Desa. '
Yan, dimaksud den:an satu bidang yon, tidak terpi -
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sah~pisah den. an tidak molupalzan prinsip kcadilan
dari sudut kelas dan kesuburan tanah-tanah bon kok
yan ' hersangkutan,



Nomer e

DEWAN PERWAKILAIY RAKYAT DAEAH SEMENTARA KABUPATEE KEBUMEN

senetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang nernadanan kebakaran didalam Kabupaten
Kebumen.

KETENTUAN UMUM .
, Pasal 1.
Pada peunadam ':ebaliaran terletal kewajiban untuk mempergunalian alat~alat yang ada
padanya puna memadamtan kebalzaran dan menpgambil tindakan-tindakan guna mencegah
menjajarnya.
PENCGAWASAN DAN PIMPINAN
Pasal 2. \

(1) Pemadam kebakaran ada dibawah pimpinan Kepala Pekerjaan Umuil Kabupaten sebag
gai Pemimpin-Usum Pemadan Kebaliarane

(2) Pengawesan tertingpl ada pade Dewan Pemerintah Daerah.
PEGAWATI, ’
 Pasal 3. '

(1) Pegawai-pegawal pemadan kebakaran untulkt tiap pompa kebakaran terdiri dari:
a.seorang Pemimpin
b.dua orang neabantu pemilipin yang untuk selanjutnya disebut pembantu;
ce.dJuru=juru pompa,pelayan-pelayan alat penyemprdt dan pelayan-pelayan tangga
yany banyaknya masing-masing wuntulk tiap pompa kebakaran ditetapkan oleh De
wan Pemcerintah Daerah. ‘

(2) Pemimpin-penimpin dan pembantu~peinbantu diengkat dan dinerhentikan oleh De -
wan Pemerintah Daerah atas:usul Pemimpin-Umum.

(3) Sebagail Juru-juru poupa’y Pelayan-pelayan alat penyenprot dan pelayan-pclayan
tangga sedapat mungkin dipekerjakan para pekerja Pekerjaan Umui Kabupaten;
mereka diangkat dan dinerhentikan oleh Pemimpin-Umum dengan pnengesahan De~

> il i 5 I: C i
wan Pemerintah Daerah.
Pasal LI-.

(1) Tiap-tian pegawal atau pelrer ja Daerah Swatantra yang oleh Dewan Pemerintah
Daerah diserahi suatu jabatan pada pemadam kebalaran berkewajiban menerima
dan menjalankan jabatan ituj

(2) Balain hal-hal luar biasa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danat memberi ke -
longgaran atas ketentuan termeksud delam ayat (1) diatas;

n .
(3) Tian-tiap pesawal atau pekerja yang dipekerjakan paca penadam kebakaran ha -

rus tundik kenada perintah-perintah yeng diberikan oleh yeng berwajibe
(4) Pegawai-pegawal pemadam kebnlraran tidek diberi gaji, \
KEWAJIBAN~-KEWAJIDAN FEGAWAL
Pasal 5. -

‘

(1) Pemimpin mengepalai selurub pegawal dan pekerja Pemadam kebakaran.

(2) Ta mengawesi pompa kebakaran begerta alat-alat perlongkapannya;bilaman terda
pat ada kehurangan atau kerusakan, keoadaan itu harus segera dilaporkan kepa-.
da Pemimpin~Uiaum;

(3) Ia memberikan nerintah-perintah yang dipandang perlu baik pada waktu ada ke~
bakzaran maupun pada waktu diadakan latihan-latihan, pula mengatur dinas Pema
dam kebakaran dengan iengingat ketontuan~kotentuan dalam Pcraturan-dacrah i-
ni serta peraturan~-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Peomerintah Dacrahj

(1) Dalam nenjolankan tugasnya iz cibantu oleh kedua neitbantu, scdang apabila
borhalangan maka pembantu yang tertua bertindak schagai Peminpin; jia usia
kedua Peiibantu sama ditcntuken dengan cara undian.

PCS{:\—L 601

Para pembantu dibawah pilmpinan wnum Peninpin, neiicgang pinpinan pada waktu ada

kebakaran dan pada walktu diadakan latihan~latihan dan nenjaga agar supaya poipa-

kobakaran dimana ierclka digolongken bescrta alat-zlat perlengkapannya dilayani
dan diperpgunakan dengan gobailk—bhaiknya pula berbuat yang dipendangnya perlu agar
supaya kobokeran tidak menjelar atau kclbakaran selckas nungkin dapat dipadaskane

7



(1)

(2)

(1)

(2)

(L)

Pasal 7e

. ' - 1

Juru=juru ponna,pclayan--pelayan alat-penycnprot dan peleyan-~pelayan taﬂ%f“ﬁ
nada walkitu ada kebakeran atau diadakan latihan-latihan, nensangkut ponmpa ke
bakaran dimana nercka digolongkan lictempat kcbakaran atau latihan dengan ee
pat dan tertib, ncnesang pipa-pipa karet dan scgera berusaha scperlunya ui-
tuk meomadankan kobakaran atau untuk mclaksanakan latihan~latihan, scgala sc
snatu dikcrjalan atas perintah dan pengawosan para poibantu jika mercka ini
berada ditempat kobakaran atau latihan, "

Apabila Peninpin ateu pembantu-pembantu tidaic memerintahken untuk mengerja~
kan nekerjaan lain maka 'pada waktu ada kebal:aran Juru-juru pomnpa diserahi
melayani alat-ponpa, .peloyan~pclayan, alat penycnprot discrahi nelayani alat
penyenprot scrita nengerjalicn perinsangan pipe~pipa kerct dan pclayan-pclayan
tangga discrahi nenperginaken dengan sepatutnya tangga-kobakaran, gantol-gan
tol, tali-tali, cubor-cnber, lenterc-lentera serta alat-alat perlongkapan
lainnya.

! KEWATIDAN-KEVAJIBAN PEMIMPIN UMUM,
' Pasal 8,

Perninpin-Unwt berusaha agar supaya alat-alat pemadan kebakaran selalu dalan
licadoan baile den lenglien sehingga sewaktu-wolktu dapat dipergunakan dengan
SCHPUINA. , :

Ia nengajukan usul-usul yong diaanggap perlu untuk peibaharuan atau penambah
an alat-alat.

ra berkewajiban:

al.engynjungi latihan-latihan scbagai. termaksud dalam pasal 5 ayat (3) pera
tura ~dacrah ini agar supaya selalu mengctahul sendiri keadaan alat~alat
sertd torlatihnya para negawal dan nekerja Pcomadan kebakarane

bohadir sada vektu ada kebaliaran dan nengamat-niiati apakah para pegawai dan
nekerja bekorja satutnya.

TAMDA.-TANDA DAV PAPAN-FAPAN ,
Pasal 9. ) ,

Dalam nenjalankan kewajiban para pegawal dan pckoerja Pemadan Kebakaran ha -
rus memakal tanda pada lengan kiri schelah atas sebagai berikut:

ne Pominpin ben putih dengan huruf merah P o '

b, Peibantu ban putih dengan huruf hijau Pb ;

Ce JUrU POMPA ban putih dengan huruf hitam DP

ds Polayan alat-penycimprot : ban putih dengan huruf hitam AP ;

¢e Pclayan tangga & ban putih dengen huruf hitam T

Tanda-tanda tcrscbut ayat (1) diatas diberikan dengan cume-~cuia oleh Pome -
rintahan Dacrah, ‘

Pagal 10, .
Diimka ruiah Pemimpin dan Pembentu dinasang scbuah papan disuatu tempat

yang dapat kelihaten dengan terang dari jalan-umum yang nenuat tulisan U Pe
mimpin Penadan Kebakaran i atau " Penbantu Pemiipin Penadan Kcbakaran ".

Panan-nanan terscbut ayat (1) diatas diberikan dengan cuma-cuna oich Peric -~
¥ nary I , &

rintahan Dacrah.,.

KUNCI-~KUNCTI.
Pasal 13,

Scbual anak-kunci dari kunci-kunci rumeh pompa-kcbakaran beradat

a.nada Penimpin Umum Peitadam Kebakaran;

bepada Penimpin Permadam Kebalarans;

cepada Peinbantu Peminpin Kcebakaran;

d,didalan sobuah peti berkaca yang ditempatkan discbelah muka ruinah ponpa
kebakaran, agar apabila terjadi kcehakaran kaca itu dapat dipccah dan anak
cuncl diambil,

Anak-=kunci anak-kunci terscbut ayat (1) diatas diberilan dengan cuina-cuna
olch Penerintahan Dacrah.
LATIHAN-LATTIHATN,
Pasal 12.

Scdikitnya dua kali dalan sctahun Pemimpin harus mongadoakan latihan-latihan
bporsana pogavai-pegawal dan pekrja-pekerja Pemadam Kebaloran dalamn nmenpcergit
nakan ponpa-ichbakeran bescrta alat-alat nerlengkananinyajuntuk mana para pe-
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gawgi dan pelerja itu harus diberitahu terlcbih dehulu dalain duapululr cr

TR T ARt
Jail ¢ ’3‘._,.|_;l.uu1,)’<".‘

Sctelah nemberitahvan itu diterine scmun pegawai den pelkoerja Femadan Kehaka
ron borkewaijiban mendatsngl latihen-loatihen yong dimaksud ecuali jika ber-
halangan dengen alasan-alasan yong salie

—~
no
~

(3) Peminpin-Unun berhalt juga neierintahkan untuk mcngadelen latihan-latihan.

TANDA®KERAKARADN '
Pasal 13, .

(1) Tiap-tiap or. ng yang ncngetahul kebakaran ditcapat yang ada Penadail Kcbakar

&

an berkewajibant

a,menberitahulian hal itu scketika dengan berteriak~teriak dijalans _
besciera morberitahulian atau guruh menberitahukan tentanz adanya kobhakaran

kenada salah scorailg pegawai/pokerja Penadan Kebakaran yang terdckat ten-
pat tinggalnya;

ce.scgora nciberitahukan kenada Polisi;

deschelwn Polisi dan' Penadam Kebakaran datang, berusaha nenolong menadankan
athu renbatasi kebakaran ituj /

conrciikul atau rnenyuruh nenukul kentongan tancda kcbhakaran digerdu gardu pen
jagean atau runahsrunah nonpa~kobalkaoran, '

(2) Tiap-tian orang yans dapat ieipergunalkan nesawat telpon yang disanbung de -
ngan jaring telpon sctenpat, berikewajiban apabila ia mcndengar bahwa discsu
atu tenpat tinbull kebhaliaran scgera neitberitahukan dengen perantaraan pesa —
wat telnon itu licpada Polisi.

Posal 1lh.

OO

Pengusutan’ pelanggaran-pelanggaran atas peraturan-daerah ini discrahkan juga ke
pada Pemiupin Umun, Pendiipin dan Peimbantu Pemadan Kebalkaran. '

KEJAJIBAN KEWJAJIBAN PriIDUDUK
PADA WAKTU ADA KEBAKARAN,

Pasal 15 .

I (1) Apabila para penjabat tersebut dalanm pasal 1h Peornturan-dacrah ini mcmandang
= perlu, para wepawai/pekerja Pemnadan Kebakaran berhak:
a.ncnasuki halanan-halanan, gedunge-gedung dan runch-runah;
! b.nclotakkan atau nenasang alat-alat penadan kobakaran diatas halaman atau.
‘ nelalui runah;
~ ienpergunakan air de~i spur-supur , bak-bak air hujan, kolam~kolan mandi
dan barang-barang lein yang berisi air;

(2) %iapwtiap orang berkewajiban meluluslan tindakan~tindakan yong dianbil ber-
dasarizan koetentuan-ketentuan ‘ternalisud dalan ayat (1) diatas.

TIWDAKAN—TIVDAKAN. POLISI.
Pasal 16.

(1) Barangsiana bukan anggauta Polisi atau hulkan pc@awai/pokerja Penadai Kebaka
ran pada waktu ada kehalaran dilarang bertindek drbagal orang yang bertugas.

(2) Orang-orang yang tidak bertugas ditcavat kebalkaran berkewajiban atas perinin
taan Pemimpin atau Pcrbantu Penadan Kebakaran mciberi bantuan yang dipandang
nya pembing dan berhubung dengan itu diberikan perintah-perintah.

(3) Dengan cara apapuil dilarang nengrangsu pegawail/pekerja Penadam Kebakaran pa
da walttu mercke ncelakukan kewajibannya.

Pasal 17, .

Apabila salah scorang penuabat tornaksud dalan pasal 14 ‘berpondapat bahwa baik

barang-barang yong dijemur atau ditimbun dihalananshalamnan, diatas tangga-tang-
sz runeh atau discranbl dapat aeninbulkan bahaya lkcebakaran, maunuil sisa bharang-
barahg yang ada dihalasan-halanan diranc habis terliadi kebakaran danat nmeninmbul
kan bhahaya terulangnya kebal:nran, in berhalk menerintahkan kepada pemilik-mutlak
atau nchekal harang-barang itu untulk penganbil tindakan~tindalkan yang pcerlu gu-
na acncegah tinbulnya kobakaraile i

Pasal 18,
Avabhile salah scorang penjabat sehagl tormaksud delan pasnl 17 renandang perlu.
untule monganbil tindelan-tindakon schbagal dinalksud dalan pasal 1 peraturan-dac-
rah ini pada waktu diacalkan pertunjuken-pertunjukan atau pertenuan-pertenuan, ma
ka pengusaha pertunjukan atau penlipin pertenuan itu diwajibkan memberil ijin ma
suk dengan cum -cuna kescrua ruangal sclas kenada- penjabat yang discrahi pimpi-
nan untul nelaksanakan tindekan-tindakan T LU e
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Pasel 19

Pars nenjabat ternaksudi dalam pasal. 14 peraturan~daerah ini dalan g
wajibannya berhalk ncnasuki halaman-halenan dan ruia -runal. '

HADIAH-HAD ILAH,
Pasal 20

Kepada mercke yang karcne kerajinan yang istinewa atau kcpatuhan yang luar biasa
torhadap penunaian kewajiban pada waktu ada kebakaran, dapat diberikan hadiah-ha,
diah yan; bosarnya akan ditotapkan oleh Dewan Pererintah Dacrah atas usul Peitlil-
pin-Unun Penadan Kebalzaran dan tidak nelobihi [.150.~-- bagl tiap-tiap orang yang
berhak noencerimanyae ‘

Pasal 2l

Barangsiapa tidak nenaati kewagiban-kewajibon atau aclanggar ketoentuan~-ketentuan
termuat dalan pasal-pasael 4 ayat (1), 7, 12 ayat (2), 13, 15 ayat (2), lbgayat-
ayat (1) dan (3), 17 dan 18 peraturan-dncrah ind, dihulwun dengen hukuman kurung
an sclama-lamanya 1 bulan atou denda schanyak~bhanyaknya Rpel00,;-- (ssratus rupiah

KITENTUAN PERUTUP,
Pasal 22.

(1) Peraturan-dacrah ini dapat discbut "peraturan-daecrah Pemadan Kebakaran Kabu-
paten Keburten ' dan mulai berlaku pada hri ketiganuluh sesudah hari pengunda
neannyas )

(2) Scjak sast mulai berlakunya neraturan-dacrah ini tidak berlaku legl "Veror-
dening op den dicnst der brandweer in het Rogentschap Kebocnen® tangpel’ 3
Oktobsy 1933, diundan kon dalan Provincical DBlad tanggal 29 Deccriber 1933
(Bijvocgsel Scrie C No. 16) scheoainana telah diubah dengan Wijzigingsveror
acning tenseel 13 April 1934, diundangkan dalan Provinciaal Dlad tanggal 28
Juni 193L (Bijvocgscl Soric C No. 6 )e= : '

Kcbunen, 20 Juli 1954.-

Kepala Dacrah Kabupaten Kebuiien Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Sciientara
Kaburatcn Kebumcn, ‘
Kectua,’

R.H. SLAMET PRODJORAHARDJIO. J« SOTLBAGIONO, -

Disahkan densan keputusan Dewan Pencrintah Dacrah Propinsi Jawa~Tengah tangpal:
1 7-4-1955 Nol.U.80/1/1

Diundangkan dalan Lembaran Dacrah Jawa-Tengah tahun 1955 Scric C Nr., 10,



